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ABSTRAK

Rahmawati. A, Penerapan Konsep Negara Hukum dalam Made of Law di
DPRD Kabupaten Pinrang (Perspektif figih Siyasah) (dibimbing oleh Moh. Yasin
Soumena dan Fikri)

Secara tegas dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan Negara Indonesia
adalah negara hukum. Suatu sistem kengegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang
berkeadilan yang tersusun dalam suatu koenstitusi dimana semua orang sama dalam
negara tersebut. Sasaran negaras hukum agar terciptanya kegiatan kenegaraan,
pemerintah dan kemasyarakatan yang betumpu. pada keadilan kedamaian dan
kemanfaatan. DPRD Kabupaten Pinrang sebagal lembaga pembentuk peraturan
daerah harus memperhatikan prinsip prinsip negara hukum agar tidak terjadi tindakan
kesewenang-wenangan.

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan konsep negara hukum dalam made
of law disDPRDulabupatensPinrang. terdirisdarig3srumusansmasalah:pd) Bagaimana
penerapan konsep negara hukum dalam made of law di DPRD Kabupaten Pinrang, 2)
Apakah Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan konsep negara hukum dalam
made of law di DPRD Kabupaten-Pinrang, 3) Bagaimana perspektif figih siyasah
terhadap penerapan konsep negara hukum dalam made of law di DPRD Kabupaten
Pinrang| Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep
negara hukum dalam made of law di DPRD Kabupaten Pinrang, Faktor-Faktor yang
mempengaruhi penerapan konsep negara hukum dalam Made of Law di DPRD
Kabupaten Pinrang dan bagaimana perspektif figih siyasah mengenai penerapan
konsep negara hukum di DPRD Kabupaten Pinrang. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) dan sifat penelitian
deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung antara
peneliti dengan narasumber, kemudian hasilnya dianalisi secara kualitatif.

Hasil penelitian menujukan_bahwa:-1) Penerapan Konsep negara hukum
dalam made of law di DPRD Kabupaten Pinrang telah diterapkan dengan cara setiap
hal yang dilaksanakan berdasarkan-hukum dan memperhatikan prinsip prinsip negara
hukum.[2) Faktor yang mempengaruhi penerapan konsep negara hukum dalam made
of law [di DPRD Kabupaten: Pinrang yakni .sumber daya manusia, pendidikan,
pengalaman dan Anggaran. 3) Perspektif Figih Siyasah dalam penerapan konsep
negara hukum dalam maede of. lawsdisDRRD sKabupaten Pinrang ' telah mewujudkan
prinsip-prinsip negara hukum-dalam Figih siyasah. priRsip negara hukum dalam figih
siyasah merupakan bagian dari nilai yang terdapat dalam prinsip negara hukum.

Kata Kunci : Negara Hukum, Made of'Law, Figih Siyasah

Xi



DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..ottt ii
HALAMAN PENGAJUAN ......ootiiiie e iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.......coooiiiiiiiiiic e iv

2.1 Tinjauan Penelitian Te

2.2 TINJAUAN TEOMEIS 1.vveveeieeiiesieeie ettt ee e ree sttt e e see e nns 10
2.2.1 Teori Negara HUKUM.........coivoiiiesiee e 10
2.2.2 Teori Made of Law/Pembentukan Undang-Undang ...................... 21
2.2.3 Teori Fiqih Siyasah .........ccccoeieiiiiiee e 26

Xii

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



2.3 Tinjauan Konseptual ..........ccceoviieiieiiiic e 38
2.4 Bagan Kerangka PiKir ..........ccocoviviiiiiiiiccc e 41
BAB Il METODE PENELITIAN

3.1 JENIS PENEIITIAN ... et 43

3.2 Lokasi dam Waktu Pe ) e et e e ——————a e 44

Data yang digunakan.....o..........ccccoevveveiicieeie e, 44

QUMPUIAN DA .. e 45

..................... 47
BAB |
onsep Negara Hukum d i DPRD
Ka 1T g OO PP PRI BTSRRI 48
Fakt yang Mempengaruhi P gara Hukum
dal de Of Law di DPRD Kabupaten Pinrang ....cccceeovooveerennennnnen. 65
X Perspektif Fi nerapan Kon gara Hukum
dalam made of | abupaten Pinrang.. oo, 71
BABV UTUP
Simpular‘P.A.n.EPA.R.E .................................... 81
..................... 82
DA R T AR PU S T AR A i ettt tee et et e et e tta e bt e ssteenteesineenbeessneenteens 83
LAMPIRAN-LAMPIRAN ...ttt 88

Xiii

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



DAFTAR TABEL
No Judul Tabel Halaman
1. | Tabel Profil Anggota DPRD Kabupaten Pinrang 66

Periode 2019-2024

13l

PAREPARE

Xiv

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



DAFTAR GAMBAR
No Judul Gambar Halaman
1. Gambar Bagan Kerangka Pikir 42
2. Dokumentasi Lampiran

13l

PAREPARE

XV

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran

Judul Lampiran

Lampiran 1

Lampiran 2

Lampiran 3

Surat 1zin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare

Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan

yat Hidup Penulis

1itu Kabupaten Pinrang
n Penelitian dari

bupaten Pinrang

Nama Anggota DPRD i 2019-2024

entasi

PAREPARE

XVi

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Negara sebagai suatu lembaga atau suatu wadah dimana manusia mencapai

tujuan-tujuannya dan dapat mela 1.kegiatan-kegiatannya. Dalam arti luas

negara merupakan sosial ecara konstitusional (berdasarkan

pada rakyat
sebagai pengakuan

negara raan adanya

negara.
alah negara hukum, sec al 1 ayat (3)

uuD asal tersebut merupakan onal bahwa
diposisikan

bernegara.

"Hatamar Rasyid, Pengantar llmu Politik Prespektif Barat dan Islam (Jakarta: Rajawali pers,
2017), h. 83.

?Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Adminstrasi Negara dalam Perspektif Fikih
Siyasah (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 36.

$Muhammad Junaidi, 1lmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum (Malang: Setara
Press, 2016) h. 7.
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populer pada abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikirian Negara Hukum
merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau. Oleh karena
unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan erat dengan sejarah dan

perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.* Sehingga unsur-unsur negara hukum

berbeda-beda tiap negara
Penyelenggaraan penr ah yang diatur oleh hukum. suatu

konstitusi dan kedaulatan

erarti negara yang supermasi hukum dalam
jara hukum,
arena segala

uran.®

naan politiknya dibatas
gakan supermasi huku me kebenaran
dan kee kekuasaan yang tida dipe gjawabkan.
akan negara hukum de prins ip Jaminan
kehakiman radilan yang

rti ara maupun

siasan @ Eof e, R

“Abdul Kabir dan Fatkhul Muin, lkhtisar dalam Memahami Pendidikan Pancasila dan
kewarganegaraa: Suatu Pendekatan yang bersifat Holistik (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 35.

SWidiada Gunakaya, Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: ANDI, 2017), h. 126.

® Muhmmad Igbal, Fiqy Siyasah Kontekstualisasi Dokrit Politik Islam (Jakarta: Kencana,
2014), h.230.

"M. Yasin Soumena, Membangun Tata Negara (Berdasarkan lIdeologi dan Konstitusi),
(‘Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h. 135.
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Asas legislatif merupakan unsur atau elemen yang utama dari sebuah negara
hukum sebab negara hukum adalah suatu negara yang diperintah oleh hukum bukan
orang perorang atau government by laws not by men. Hukumlah yang supermasi,

hukumlah yang memberi kekuasaan adalah (recht is macht bukan macht is recht).

Untuk menwujudkan asas legalita dibuat aturan hukum antara lain dengan
pembentukan perundang-une

Supermasi h a untuk menege menetapkan hukum pada
posisi tertinggi g daps i i apise asyarakat dengan tidak
negara atau
Kiat unt isi B Si A glima untuk

melind tabilitas kehidupan ber ra.® Produk

oleh DPRD Kabupate iliki fungsi

rah.
Rakyat Daerah (DPRD) ad bag akilan rakyat
asyarakat di 2 sekaligus

sebagai ae memiliki p ategis untuk

pat dikelola baik guna
yat Daerah
entang Majelis

8Abdul Manan, Dinamika Politik Hukum di Indonesia (Jakarta:Kencana, 2018), h. 242.

%Sirajuddin, et al., eds., Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah Sejarah Asas,
Kewenagan, dan pengawasan penyelenggaran pemerintahan (Malang: Setara Press, 2016), h. 164.

Ypadang suwanda dan Akmal Malik Piling, Penguatan pengawasan DPRD untuk
pemerintahan daerah yang efektif (Bandung: Rosdakarya, 2016) , h. 1.
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Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UUMD3). Pada Pasal 316 disebutkan bahwa
DPRD mempunyai tiga fungsi; Pertama fungsi Legislasi. yakni fungsi DPRD dalam
membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Kedua, fungsi anggaran, yakni

fungsi DPRD bersama-sama pemeri jaerah untuk menyusun dan menetapkan

APBD yang di dalamnya a aan fungsi, tugas, dan wewenang

daerah, igih siyasah
disebut

enentukan sesuatu at : ga negara).

embuatan peraturan p -und dalam fikih

siyasah sulthah al-tasyri‘iyah bag akilan yang
menam an aspirasi atau suara mas t.

yasah sebaga Hukum Tata 1 Islam yang

secara membahas | tent luk pengaturan gan ummat

umumnya d nya, berupa pan hukum,

ebijakan P*&E FﬁaRsEan denga Islam guna

1S ari berbagai

erbangsa dan

bernegara yang dijalaninya.*?

YSjrajuddin, et al., eds., Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah Sejarah Asas,
Kewenagan, dan pengawasan penyelenggaran pemerintahan. h. 169

2Fatmawati dan kurnia majied dkk, Figh Politik, (Gowa: Pustaka Almaida, 2014), h. 5.
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Objek kajian fikih siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga
negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara,
dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang

bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antarnegara.

dalam berbagai bidang kehidupa rsebut, tampak bahwa kajian siyasah
memusatkan perhatian pad

Negara Ind aksanakan dalam

penyelenggaraan p : sebagai landasan dalam

seluruh g memiliki

fungsi Peraturan
rkan pada pemikiran esia adalah

negara gara hukum, segala lam bidang
n, dan kenegaraan ahan harus

s hu enyataanya, hukum saat in cita hukum

liknya tidak ndang-unda enimbulkan

ketidakselar upan masyarakat.

peraturan per

1si juga nplkln mhn[Esetidakny it dari masih
il

ktivitas legis asih rendah.

Mahkamah Konstitusi.

¥H.A Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu
Syariah, (Jakarta:Kencana, 2017), h.29.
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Dari sisi pembentukan hukum, di DPRD Kabupaten Pinrang belum maksimal
persoalan ini juga disebabkan karena masih belum maksimalnya pemahaman
mengenai teori dan teknik perundang-undangan. Adanya prinsip prinsip negara

hukum yang belum dilaksanakan dengan maksimal menunjukan realisasi pelaksanaan

dari konsep negara hukum di Ind um berjalan dengan baik. Berdasarkan

uraian tersebut maka pe engkajian selanjutnya tentang

penerapan konsep ne dalam made PRD Kabupaten Pinrang

perspektif figih siya

rang perspektif figih siy
i atas akan dirinci m lah  sebagai
an konsep negara hukum

1.2.2 A n uhi penerapan ko gara hukum
g?

a perspeF AinyEPNnJErapan ko gara hukum
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1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Untuk mengetahui penerapan konsep negara hukum dalam made of law di
DPRD Kabupaten Pinrang

1.3.2 Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan konsep negara

hukum dalam made of law di bupaten Pinrang.

1.3.3 Untuk mengetahui p adap penerapan konsep negara

hukum dalam i DPRD Kab

141D | bersifat

adikan dasar lebih lanjut d

ermasalahan

PAREPARE
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah

penelitian, berupa sajian hasil baha as dari hasil temuan penelitian terdahulu

yang relevan dengan masa jang penelusuran referensi yang
penulis lakukan, peneli ) berkaitan denga negara hukum.
enelitiannya Pengembange emahaman Konsep Negara

aan :Kajian

Perguruan

Tinggi andung. Metode Pen kan adalah
an tradisi Penelitian Penelitian

i kondisi Pengembang sep Negara

Hukum liah Pendidikan Kewargan ahasiswa di
ini adalah

PKn pada

enelitian ini

“Masyuri dan Zainuddin, Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Apikatif) (Jakarta:
Revika Aditama, 2008), h. 135.

BSFatahillah, “Pengembangan Pemahaman Konsep Negara Hukum Indonesia Melalui Mata
Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan :Kajian Deskripsi Analisis Pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan Pada Perguruan Tinggi Negeri di Kota Bandung” (Tesis; Program Pascasarjana
Universitas Pendidikan Indonesia: Bandung, 2009), h. x.
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Jatik irawati dalam penelitiannya Persepsi Mengenai Implementasi Konsep
Negara Hukum Dan Demokrasi (Studi Kasus Pada Anggota Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Kingkang Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten

Tahun 2015). Metode penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman serta persepsi

mengenai implementasi konsep n m dan demokrasi pada anggota BPD.

Adapun hasil penelitian aman serta persepsi mengenai
implementasi konse ada anggota BPD Desa
sari Kabupaten Klaten eseluruhan sudah baik.*
s penelitian

adalah kum dalam

made 0 n di Kantor DPRD Kab

Likadja dengan judul ] egara (Law

gan metode

ingkai “Negara Huku

peneliti i ctrinal research) dengan pendekatan

n hukum da

gkai negara

hukum tasi dan implikasi D kebebasan

an hasil pene enunjukkan

a perubahan
ari intervensi

otoritas lainnya semisal politik. Implementasi kebebasan dalam konteks negara

%Jatik irawati, “Persepsi Mengenai Implementasi konsep negara hukum dan Demokrasi
(Studi Kasus pada Angggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kingkang Kecematan Wonosari
Kabupaten Klaten Tahun 2015)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Keguruan Dan lImu Pendidikan: Surakarta,
2015), h.vii.
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10

hukum masih dimaknai secara sempit dan hanya mengangap keadilan dapat
terlaksana jika hukum prosedural dapat dipatuhi oleh semua warga negara.®’
Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun fokus penelitian

pada penerapan prinsip legislatif, lokasi penelitian di Kantor DPRD Kabupaten

Pinrang.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Teori Negara
ukum terutama sekali menempati pusat aktivitas negara

asi aktivitas

dikutip oleh

ukunya Hak Konstitus tata negara

,negara harus diatur se ran hukum.

negara nya mampu menepis i ersonal dan

ncederai representatis may: atau warga

lam menjal egara Pada

gertian neg ada negara a tindakan

ya tindakan

dilakukan

upun rakyat ntuk menceg

oderen yang

mempunyai banyak prespektif dan boleh dikatakan selalu aktual. Istilah negara

Y3effry Alexander Ch. Likadja, Memaknai “Hukum Negara (Law Through State)” dalam
Bingkai “Negara Hukum (Rechtstaat)” Hasanuddin Law Review, vol 1 no. 1 (April 2015), h. 75.

Nurul Qamar, et al., eds., Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or
Machtstaat) (Makassar: SIGn, 2018), h. 1.
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hukum merupakan terjemahan langsung dari istilah rechtsstaat. Dalam memberikan
pengertian mengenai gagasan negara hukum ini, setiap orang memberikan bobot
berlebihan baik terhadap kata negara maupun hukum, setidaknya terdapat dua tradisi

besar gagasan negara hukum di dunia, yaitu negara hukum dalam tradisi eropa

kontinental yang disebut Rechtsstaz negara hukum dalam tradisi anglo saxon
yang disebut dengan rule o
1S dari dua trad

Negara huku negara hukum yakni tradisi

eropa kontinental disebut rechtstaat dan tradisi anglo saxon disebut rule of law
negara
kekuasa
berkuas
22.11
upakan cita-cita pada onesia yang
kemudi i di an dalam konstitusi Indone tkan bahwa
negara tujuan utuk

berdasarkan

ib dan bepﬂeniEP NR)EQ berlaku.

manusia dalam negara hukum demokrasi human rights in democatiche rechtsstat

tentang negara hukum tersebut adalah untuk mencegah kekuasaan sewenang-wenang

A, Ahsin Thohari, Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta:
Erlangga, 2016), h. 11.

2Encik Muhammad Fauzan, Hukum Tata Negara Indonesia (Malang: Setara Perss, 2016), h.
60.
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oleh penguasa negara dan untuk melindungi hak-hak rakyat dari tindakan pemerintah

yang tidak adil dan kesewenang-wenangan yang membuat penderitaan bagi rakyat.?

Kepustakan ilmu hukum di Indonesia istilah negara hukum sebagai

terjemahan dari rechtssttaat dan the rule of law sudah begitu populer. Konsepsi

negara hukum mengandung peng Wwa negara memberikan perlindungan

hukum bagai warga nega eradilan yang bebas dan tidak

memihak serta jami sasi manusia. Istila taat dan rule of law yang

diterje
............. hukum itu
sendiri gkan dengan

menata rastruktur kelembagaan sosial yang
a dengan membangun b

lam kehidupan masyara

2gara hukum
identik usi sebagai

aturan

ukan dalam

atas hukum

(rechtssttaat) dan bukan kekuasaan Belaka (machtssttaat)”. Penjelasan tersebut

“’Nurul Qomar, hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi Human Rights in
Demaocratiche Rechtsstaat (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 24 dan 28.

M. Yasin Soumena, Membangun Tata Negara (Berdasarkan Ideologi dan Konstitusi),
(Yogyakarta: Samudra Biru, 2018) h.131.

2Asmaeny Azis dan Izlindawati. Constitusional Complaint dan Constutional Question dalam
Negara Hukum (Jakarta: Kencana, 2018), h. 11.
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merupakan gambaran sistem demokrasi. Karena itu sangat yuridis formal sistem

demokrasi menjadi acuan dalam penyelenggaran negera Indonesia.*

Negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan

hukum yang berlaku, yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana

semua orang dalam negara ters yang diperintahkan maupun yang

memerintah, harus tunduk hingga setiap orang yang sama

dipelakukan sama d orang berbeda d berbeda dengan dasar
***** anpasmemandangangpe arna it; ras gender,
berdasarkan

k sewenang

ar hak-hak rakyat kar at diberikan

n peranannya secara de

negara hukum adalah kenegaraan,

asyarakatan yang bertum amaian, dan
au kebermaknaan. i m dijadikan

men dala dan

PAREPARE

gat pe ukum yang

26

M. Yasin Soumena, Membangun Tata Negara (Berdasarkan Ideologi dan Konstitusi),

h.132.

#Muhammad Junaidi, Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum (Malang: Setara
Press, 2016) h. 55.

%Nurul Qomar, hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi Human Rights in
Democratiche Rechtsstaat. h. 29.
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hak rakyat agar tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan tercapainya cita

cita hukum
2.2.1.2 Konsep Negara Hukum

Suatu negara dikatakan sebagai neg hukum apabila unsur supremasi hukum

dijadikan sebagai landasan egara termasuk memelihara dan

melindungi hak-hak lain, suatu negara dapat

dikatakan sebagai ukum apabila su ukum sebagai landasan

puat, namun

.......... : jan baik. Di ap apalagi di
g berkembang, pem an melalui
yang dibuat. Hukum di at legitimasi

berbagai kebijakan pemt
ep esensial untuk dite ya hukum dan

m.

, konsep r of I lonsep’ ini mengajark wa tatanan
komunikasi antz .nﬂ | am suatu komunite gacu kepada
aturan ang disepakati dan dipa I sebagai acuan dan re para pihak
dalam <an_hub --:- N da -J-h* buia ‘ ik -J;- ehingga._tio pihak yang
merasa ena-menaan

yang dilakukan, baik oleh penegak hukum, maupun oleh pencari keadilan. Konsep ini

akan melahirkan masyarakat sipil (civil society) di mana antar individu sebagai rakyat

2" Abdul Manan, Dinamika Politik Hukum di Indonesia (Jakarta:Kencana, 2018), h. 236.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



15

atau warga negara mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat di depan
hukum.?
Kedua konsep law of state (rechtstaat). Konsep ini mengajarkan bahwa

komunikasi dan interaksi sosial yang terdiri dari berbagai elemen komunitas

berinteraksi dan bertransaksi untu pai tujuan dan cita-cita bersama. Sebagai

penggagas konsep ini, dalar st Social, Jean Jaques Rousseau

telah merealisasikan n aksi ini sebaga egara (state). Konstruksi
oleh Rousseau ini melahirke politik baru, bahwa
a (state) itu
pnsep law of
kan konsep negara (pem

ang secara longgar se ebagai "law

state governed by la ris, menurut

pengertian lebih daripada

an

abad ke ectsstaat me agai "suatu

nalar" (F* R/EPNR\Ef reason)

yang diatur

onsep yang
du di dalam
dijalankan
oleh pengadilan Yang independen. Dalam makna demikian, rechtsstaat juga sangat

menekankan pentingnya kepastian hukum.

28 Abdul Manan, Dinamika Politik Hukum di Indonesia (Jakarta:Kencana, 2018), h. 237.
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Ketiga, konsep constitution (konstitusi). Konsep ini mengajarkan bahwa
landasan dan referensi yang dijadikan pedoman dalam bermasyarakat dan berbangsa
itu adalah konstitusi (kumpulan hukum, peraturan dan perundang-undangan yang

telah disepakati secara demokratis oleh seluruh warga negara, dan berlaku bagi

seluruh warga negara tanpa panda ehingga hak-hak warga negara dan hak

asasi manusia masing-masi terayomi dan terlindungi oleh
konstitusi.

Dari uraian t i j kum memandang bahwa
latan hukum

2bab  dalam

m dan negara pada gara hukum

kedaulatan hukum. D ada dua hal

paham rechsstaat dan he r aw dan juga

mokrasi yang berasal dari taan dan crates,

norma seda

kuasaan, yak uasaan oleh
norma ¢ : aitan kekuasaan te dalam suatu

negara ggi ada pad:

berdaul

Pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewajiban harus berdasarkan

hukum dan peraturan perundang-undangan

*Abdul Manan, Dinamika Politik Hukum di Indonesia (Jakarta:Kencana, 2018), h. 238
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b.  Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warganya)
c. Pembagian kekuasaan dalam negara
d.  Pengawasan dari badan-badan peradilan®

Prof Jimly Asshiddigie mengatakan terdapat dua belas unsur utama yang

terkandung dalam suatu negara h ehingga dapat dikatakan sebagai negara

hukum rechsstaat atau rul ebenarnya (the rule of just) yaitu
adanya Supermasi h

before the law), Asas lege embatasan kekuasaan, Organ-

organ tata usaha
negara, demokrasi,
mewujudkan tujuan rechtsstaat),

ial. 3t

rut Friedrich Julius St unsur-unsur

2. garaan negar trias politica;

3. enj rus berdasar da undang-

PAREPARE

f

% Beni Ahmad Saebani dan dan Javid Zia Rahman Hagqiqg, Ilmu Negara dan Teori Negara
(Bandung: Pustaka Setia, 2016) h. 139.

31 Fajlurrahman jurdi, Teori Negara Hukum (Malang: Setara Press, 2016), h. 230.

%2 Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, Perspektif Negara Hukum
Indonesia Berdasarkan Pancasila, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara, (Februari 2018). h. 2.
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Pendapat lain dari A.V. Dicey mengemukakan bahwa unsur utama
pemerintahan yang kekuasaannya di bawah hukum negara adalah:
1. Supremasi dari hukum, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi

di dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum);

2. Persamaan dalam kedudukan h i setiap orang; dan

3. Konstitusi itu tidak m ak asasi manusia, dan jika hak-
hak asasi manusi hanya sebagai penegasan

. Attamimi,

bah a b Y a iala

1. ma

2. an ke

3. an s gan negara pada unda g da keterikatan
pad g-undang dan hukum.

4. asar tentang p i ismassingkei

5. Pe an peradil usan-putusan  (pe -penetapan)
n umum.

6. peradilan FA(“(ESFm peradila

7. "

1. Norma hukumnya bersumber pada'Pancasila sebagai dasar negara dan adanya

hirarki jenjang norma (stufenbau theorie oleh Hans Kelsen);

%% Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, Perspektif Negara Hukum
Indonesia Berdasarkan Pancasila, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
(Februari 2018). h. 3.
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2. Sistemnya, yaitu sistem konstitusional. UUD 1945 sebagai naskah yang terdiri
atas pembukaan dan pasal-pasal sebagai hukum dasar negara. UUD 1945 hanya
memuat aturan- aturan pokoknya, sedangkan peraturan lebih lanjut dibuat oleh

organ negara, sesuai dengan dinamika pembangunan dan perkembangan serta

peraturan perundang-undangan di

3. Kedaulatan rakya ihat dari pembukaan UUD
at kebijaksanaan dalam

an berada di

4. dukan dalam hukum da al 27 Ayat 1
5. k undang-undang (DPR
6. erin ya adalah presidensial.
7. kehakiman
8. ertujuan untuk m bangsa Indc dan seluruh
arah Indonesia,
g, il [ B, G lln i
9. 8 A-JUUD

1945).3

%M. Yasin Soumena, Membangun Tata Negara (Berdasarkan ldeologi dan Konstitusi),
(Yogyakarta: Samudra Biru, 2018) h.138.
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2.2.1.4 Negara hukum Indonesia.
Negara Hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah ditegaskan dalam
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang ditetapkan pada tanggal 9

November 2001, rumusan seperti ini erdapat dalam Konstitusi RIS 1949 dan

UUDS 1950.* Hal itu men ng tegas dan kuat dalam sistem
hukum di Indonesia.

Indonesia dikenal menganut tipe rechsstatt, setelah

i negara hukum menga ang baik dari

law,bahkan sistem hu

hukum saja, Penetralan dak penting

karena ung konsep prismatik te yakni
unsur-unsur dalam satu

konsep menyatu i n tuntutan
% dalam pa : hwa negara

pun dalam

n supermasi

hukum, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang

%La Ode Husen, Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan, (Makassar:SIGn,
2019), h. 1.

%Triyanto, Negara Hukum dan HAM, h. 25.
" Moh Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), h. 52.
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tidak dapat di pertanggungjawabkan. Negara Indonesia merupakan negara hukum
dengan ciri-ciri adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM), kekuasaan
kehakiman atau peradilan yang merdeka dan Legalitas dalam arti hukum, yaitu baik
peyelenggara negara maupun warga negara dalam bertindak berdasar atas dan melalui

hukum.>®

2.2 2. Teori Pembentuka

Pembentukan ] erupakan proses perbuatan
perumusan,
sasi). Proses
h konstitusi
entuk undang-undang (I
n Peraturan Perundan

ebuah produk hukum perundang-

dang-undang (UU) dan p n da perda) yang

berkual ) i harus dilaku gan melalui

proses f. : kau suatu UU atau dapat diurut,

i maupun
dengan  tahap

perencanaan yang dituangkan di dalam bentuk program legislasi. Untuk program

*M. Yasin Soumena, Membangun Tata Negara (Berdasarkan Ideologi dan Konstitusi),
(‘Yogyakarta: Samudra Biru, 2018) h.134.

*¥Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun dan
Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoretis dan Praktis Disertasi manual) Konsepsi
Teoretis menuju artikulasi empiris. (Jakarta: Kencana, 2013), h. 98.
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pembentukan undang-undang disebut program legislasi nasional (Prolegnas),
sedangkan untuk program pembentukan perda disebut program legislasi daerah
(Prolegda) provinsi, kabupaten/kota. Program legislasi nasional (Prolegnas) adalah

instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara

berencana, terpadu, dan sistematis. an program legislasi daerah (proglegda)

adalah instrumen perenca an daerah yang disusun secara

berencana, terpadu, da

a.
1.
2. mik akan menjadi bah dalam rapat
3. rapat konsultasi adal an konsepsi
yang direncanakan pembe menyeluruh
b S menyusun
ngan segala
C.
d.

3. Tahap Pembahasan
Pada tahap pembahasan, Raperda dibahas oleh DPRD dengan gubernur,
bupati wali kota untuk mendapatkan persetujuan bersama. Sebagaimana diketahui

Raperda dapat berasal dari DPRD dan dapat pula berasal dari inisiatif kepala daerah.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



23

Pembahasan sebuah Raperda di DPRD dilakukan di dalam Rapat Paripurna I, 11, 111
dan 1V, masing-masing dengan agenda tersendiri, sebagai berikut:
a. Rapat Paripurna |

Apabila Raperda berasal dari DPRD, maka pada Rapat Paripurna | agendanya

adalah penyampaian keterang njelasan DPRD atas Raperda. Apabila

Raperda berasal dari h pemerintah daerah, maka pada
a adalah penye eterangan penjelasan oleh

perda yang diusulkan.

dari DPRD dan jawab apan kepala
gan umum masing-mas idi atas Raperda

rah dan jawaban kepala angan umum

mengurangi

Rapat Paripurna IV

Agenda Rapat Paripurna IV mencakup:
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Laporan hasil pembahasan Raperda pada Rapat Paripurna, Pendapat akhir
fraksi-fraksi di DPRD Pengambilan keputusan oleh DPRD. Sambutan gubernur,
bupati/wali kota sebagai kepala daerah.

4. Tahap Pengundangan.

Undang-undang atau perda ditetapkan, selanjutnya diundangkan

dengan menempatka daerah oleh sekretaris daerah,

dicatat di an lembaran daerah oleh

bagai syarat

0. 10 Tahun

kan Peraturan Perundan

diundangkan di dalam amun belum

n untuk menganggap bahw. mengetahui

perda terse isahkan dan

r ialisasikan. aerah wajib

dalam berita

\n Peraturan

ara:

a. Pengumuman melalui berita daerah (RRI, TV daerah) oleh kepala biro hukum

provinsi atau oleh kepala bagian hukum kabupaten/kota.

0 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
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Sosialisasi secara langsung oleh kepala biro hukum kepala bagian hukum atau
dapat pula dilakukan oleh unit kerja pemrakarsa perguruan tinggi, Lembaga
Swadaya Masyarakat yang berkompeten.

Sosialisasi melalui seminar dan lokakarya (semiloka).

Sosialisasi melalui sarana Intern arliament). Untuk ini pemda dan DPRD

hendaknya memiliki fas arakat mudah mengakses segala
baik asas-asas
, kesadaran,
ambu  dalam
perundang-undangan ya
A Hamid S.

an peraturan perundan

rmal dan asas material

s tujuan yang
s perlunya pengat
s organ/lemb

“Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun dan

Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoretis dan Praktis Disertasi manual) Konsepsi
Teoretis menuju artikulasi empiris. (Jakarta: Kencana, 2013), h. 101.

*Dayanto, Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: konsep dan teknik

pembentukannya berbasis good legislation, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 24.
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b. Asas-asas material terdiri dari :
1. asas harus sesuai dengan ciri hukum dan norma fundamental negara;
asas harus sesuai dengan hukum dasar negara;

asas harus sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum;

> won

asas hukum sesuai dengar ip-prinsip pemerintahan berdasar sistem
konstitusi.*®
Tahap pe an, pengundangn, dan

sosialisasi. Adalah ghasilkan suatu peraturan

perature PRD Kabupaten Pinra peraturan di

daerah ungsi legislasi harus sebut dalam

ni figih dan ¢ figh adalah

bersumber Qur’an dan
Dapat pula
ata siyasah

mengatur,

“Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun dan
Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoretis dan Praktis Disertasi manual) Konsepsi
Teoretis menuju artikulasi empiris. (Jakarta: Kencana, 2013), h. 17.

**Bani Ahmad Saebani, Figh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak
Muhammad SAW, hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 14.
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mengurus, mengemudikan, memimpin, dan memerintah. Dalam pengertian lain, kata
siyasah dapat juga dimaknai sebagai politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan.
Kata sasa sama dengan mengatur, memimpin (to lead), memerintah (to govern), dan

kebijakan pemerintah (policy of government).*®

Sedangkan secara terminolog definisi yang dikemukakan oleh para

yuris Islam. menurut Ah adalah pengurusan kemaslahatan

umat manusia ses ketentuan usain Fauzy al-Najjar

mendefinisikan siyasah s i pengaturan kep pemeliharaan

menjamin
a dikutip J.
ukunya Figh Siyasah: Pemikiran
agai undang-undang memelihara
serta mengatur berbagai
dapat disimpulkan bahwa asah adalah
suatu ke bangsa dan

negara ertuj S = mudharatan.
atau fi ara spesipik
anusia pada
raturan dan

ewujudkan

#%J. Suyuthi pulungan, Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2002), h. 23.

“**Fatmawati dan Nur Alimah, dkk, Figh Siyasah, (Gowa: CIKALia Press, 2013), h. 2.
*"Fatmawati dan kurnia majied dkk, Figh Politik, h. 4.

“8]. Suyuthi pulungan, Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2002), h. 23.
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kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang
mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang
dijalaninya.

2.2.3.2. Objek Kajian Figih Siyasah

Setiap ilmu mempunyai obje metode. Maka kalau kita membicarakan

suatu ilmu, haruslah diketah apangan pembicaraan, bahasan

dan metodennya. Fiq adalah suatu il om sekalipun bagian dari

ghi mencakup individu

antara | ) an lembaga negara, bai ersifat intern

gan yang bersifat ekst am berbagai

emahaman seperti itu, jian siyasah

a aspek pengaturan.®

aan dengan gh siyasah, Jalam tahap

figh siyasah erapa pembic figh siyasah

delapan bidang. Namum perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat

teknis.

*Fatmawati dan kurnia majied dkk, Figh Politik, h. 6.

4.A Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu
Syariah, (Jakarta:Kencana, 2017), h.29.
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Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan figh
siyasah-nya yaitu al-Ahkam al-Sulthaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang
lingkup figh siyasah adalah sebagai berikut yaitu pertama, siyasah dusturiyyah

(peraturan perundang-undangan). Kedua, siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter).

Ketiga, siyasah qadla’iyyah (pere eempat, siyasah harbiyyah (hukum
perang), dan kelima, siyasah si_negara).” Sedangakan menurut
Imam Ibn Taimiyya kitabnya yang al-Siyasah al-Syar’iyyah,

adalah sebagai berikut yaitu pertama, siyasah gadla’iyyah

rnasioanal).”Sementara
tiga bidang kajian i a, siyasah

dua, siyasah maliyyah dan ketiga,

gan internasional).”®

aan dengan | dalam tahap

perkem J berkenaan

dengan , dalam hal

ini siyas

%1J. Suyuthi pulungan, Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2002), h. 38.

2Muhammad Igbal, Figh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:kencana,
2014), h. 14

SFatmawati dan kurnia majied dkk, Figh Politik, (Gowa: Pustaka Almaida, 2014), h. 6.
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Figh siyasah dusturiyyah, yang mengatur hubungan antara warga negara
dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain
dalam batas-batas administratif suatu negara.

Figh siyasah dawliyyah, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga

negara dari negara yang satu dengan egara dan lembaga negara dari negara

lain

Figh siyasah n ang mengatur te masukan, pengelolaan, dan

pengeluaran uang

annya. Dari

ilmu tersebut dapat ber gan tuntutan

dan tan ian juga dengan figh si satu cabang
dari dis i siyasah mempunyai su apat dirujuk
ecara garis besar, sumber fi bagi menjadi

dan sumber ber-sumber

figh si epada tiga bagia ber-sumber

tertulis Al-Qur'an ang berupa
dang hukum

ecara resmi

*H.A Dijazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu
Syariah, (Jakarta:Kencana, 2017), h.29.

*Muhammad Igbal, figh siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam, (Jakarta:Kencana,
2014), h. 16.
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ditetapkan oleh nara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, wajib dipatuhi
sepenuh hati.>®
Selain sumber Al-Quran dan al-Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan

sumber kajian figh siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya,

pernah dibuat sebe selain i nk lain seperti perjanjian
anusia dan lingkungan

rkembangan

situasi, masyarakat
embuat kajian figh si studi yang
onsif terhadap perkemb
| kekuasaan legislatif di I-sulthah al-
ah Islam dalam membuat kum. istilah

nangan atau

h kenegaraan

-tasyri'yah pe melakukan
tugas si erlakukan di
dalam jaran Islam.

PRD yang memiliki

S®Fatmawati dan kurnia majied dkk, Figh Politik, (Gowa: Pustaka Almaida, 2014), h. 8.

S"Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:Kencana,
2014), h. 16.
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2.2.3 Negara Hukum dalam Figih Siyasah
Negara Hukum adalah sebuah konsep yang bersifat umum dan dapat
dihubungkan dengan berbagai predikat lainnya. Secara sederhana, negara hukum

berarti negara yang menegakan supermasi hukum dalam melaksanakan

pemerintahannya, bukan supermasi . Dalam negara hukum, penguasa tidak

berbuat menurut kehenda rena segara tindak-tanduk dan
kebijaksanaan politik erundang-perundangan.®
kum Islam bahwa d em hukum Islam yang
jaraan yang
la diletakan
ya oleh para

sarjana atu topologi

dengan parakan dua
san negara h
Ik siyasi ada acam bentuk

negara terjemahkan I nomokrasi

Dalam nomokrasi Islam, baik syariah maupun hukum yang di dasarkan pada rasio

manusia, kedua-duanya berfungsi dan berperan dalam negara, sebaliknya nomokrasi

*®Muhammad Igbal, Figh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:Kencana,
2014), h. 230.
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sekuler manusia hanya menggunakan hukum semata-mata sebagai hasil pemikiran
mereka. Konsep pemikiran ibnu khaldun memiliki banyak persamaan dengan konsep
negara hukum menurut pemikiran barat.*®

Namun dalam nomokrasi Islam, kepala negara menjalankan pemerintahan

tidak berdasarkan mandat Allah saw i.berdasarkan hukum-hukum syariat yang

diturunkan Allah saw kepa -Nya Muhammad saw. Sejauh
1elaksanakan saja apa yang
Sunnah, namun karena
enang yang
luas un Na : Jiatur secara
ja ijtihad tersebut haru nsip-prinsip
dak bertentangan denga
erijtihad bagi yang m atkan bahwa

setiap 1 m at memiliki hak dan ke tan ama dalam

enjawab ber rakatan dan aan. Namun

had tersebut dapa sesuai dengan tunt

semangat aj

keiImuarPiAan mnlE Hasil i
I

butuhkan per

negara.’

*Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum Suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat
dari segi hukum islam, implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini (Bogor: Kencana,
2003), h. 85.

%9\Muhammad Igbal, Figh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:Kencana,
2014), h. 236
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Prinsip-prinsip tersebut tercantum dalam al-Quran dan diterapkan oleh
Sunnah Rasulullah. Nomokrasi Islam artinya kekuasaan yang didasarkan kepada
hukum-hukum Islam yang berasal dari Allah, “karena Tuhan itu abstrak dan hanya

hukum-Nyalah yang nyata tertulis..” Majid Khadduri mengutip rumusan nomokrasi

dari The Oxford Dictionary sebagai “ Nomokrasi adalah adalah suatu sistem

pemerintahan yang didasa um: suatu rule of law dalam
masyarakat”. Nomokr adalah suatu erintahan yang didasarkan

pada asas-asas dan aidah hukum Islam . la_merupakan Rule of

Islamic
sudut arsi Islam memiliki a i insip-prinsip
umum lam alquran dan dico ah, diantara
prinsip usyawarah, keadilan da kan prinsip-
prinsip okrasi Islam.®
2.2.3.1 Siyasah
anakan amanah iembangnya
epada Allah.
baik, sesuai

egala bentuk

81 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum Suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat
dari segi hukum islam, implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini (Bogor: Kencana,
2003), h. 88.
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penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.®” Allah berfirman dalam Q.S An-nisa

/4: 58.
£ g - 5 2303 g 4

ol wLJ\;;S,M&bJ Lé.LM J\g:,d_"_aw \3
Q\J,.,aj&wo{ o) f_é_,ﬁmu,;"\:)lg

Terjemahnya: -
Sesungguhnya Allah me menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimany: apabila menetapkan hukum di
antara manusia n adil. Sesungguhnya Allah
memberi pen mu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha

usia. Selama
dupan dunia
ditegakkan,
maka ke ) i mengalami
menegakkan

-Ma'idah. 5:

82Muhammad Igbal, Figh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:Kencana,
2014), h. 238.

%3 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan,
2006), h. 113.
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Terjemahnya :
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan,
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu
dapat mengambil pelajaran.®

c. Prinsip Musyawarah.

Musyawarah disebutkan secara'tegas dalam Al-Quran di tiga ayat, yaitu

al.Bagarah. 2: 233.Ali 'Imran -Syura, 42: 38. Dalam ayat-ayat

tersebut dijelaskan bah penting dalam pengambilan

gagasa arar ahkan suatu
masala Jm tiba pada U8 Dilihat dari sudu araan, maka

musya Islam wajib

dilaksa emerintahan dengan tuju a keputusan

yang m umum atau rakyat.® . i m Q.S Asy-
Syura/4

Lews | el

L S

_ —2)))
Terjem

hannya dan

musyawarat

yang Kami

%4Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, h. 377.

®*Muhammad Igbal, Figh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:Kencana,
2014), h. 239.

% Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum Suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat
dari segi hukum islam, implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini (Bogor: Kencana,
2003), h. 112.

%"Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, h. 699.
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c.  Prinsip Persaudaraan dan Persatuan.
Dalam surat al-Hujurat, 49:10, Allah menegaskan bahwa umat beriman
adalah bersaudara. Karena itu, sesama Muslim wajib mendamaikan saudaranya yang

bersengketa agar merela mem peroleh rahmat.Nya. Sementara dalam surat Ali 'Imran,

3:103 Allah memerintahkan umat | berpegang teguh pada agama’Nya dan

melarang berpecah belah, n nikmat yang besar yang telah
dianugerahkan Allah % Allah berfirman

dalam Q.S Al-Huju

PRI

damaikanlah
ah terhadap

itu Sesungguhnya be
an) antara kedua saud
endapat rahmat.*®

hak asasi sia  (HAM)

penegaka jakuan dan

merupakan ang sangat

Duran, Allah

8Muhammad Igbal, Figh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:Kencana,
2014), h. 239.

%*Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan. 744.
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w)aJT V.@..gjgj }Jl (,_@_ny o3z g L .\.5.13 -

Mwwﬁbdpw)

Terjemahnya:
dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-
baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas
kebanyakan makhluk yang te ciptakan.

Prinsip negara huk ang bersifat mutlak serta daya
laku (validitas) yang € niversal. Deng eristik yang demikian tidak

dapat diartikan bahwa

yan ' dan tempat.
um aslahatan umum.’

0

1 skr erjudul “Penerapan Kon dalam Made
’RD aten Pinrang Prespektif Fi i dul tersebut

nsur-unsur u dibatasi annya agar

a dalam prop h fokus dan lebih sf

itu, tinjauan embatasan yang terkait

orsebut akpwnIErpﬂlnuErhadap is

ahasan serta

kan tentang

7% Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan. 394.

™ Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum Suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat
dari segi hukum islam, implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini (Bogor: Kencana,
2003), h. 1506.
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2.3.1 Penerapan
Penerapan adalah Proses, cara, perbuatan menerapkan.”? Dapat disimpulkan
bahwa penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode dan hal

lain untuk mencapai tujuan tertentu untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh

kelompok atau golongan yang telah te dan tersusun sebelumnya.
2.3.1 Negara Hukum
Negara Hukum adalah engan kata lain, penguasa

atau pemerintah d us tunduk dan taat pada

2.3.3M ukan Peraturan Perunda
mbentukan Peraturan
hukum yang berlaku : sifat umum
um yang mengikat secara

egara atau pe apkan dalam

dang-undangan.”

PAREPARE

"?Deperteman Pendidikan Nasional,
Balai Pustaka, 2008), h.1180.

*Muhammad Alim, Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam Kajian Komprehensif
Islam dan Ketatanegaraan, (Yogyakarta: Lkis, 2010), h. 10

nus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3 (Cet. Il; Jakarta:

M. Yasin Soumena, Membangun Tata Negara (Berdasarkan ldeologi dan Konstitusi),
(Yogyakarta: Samudra Biru, 2018) h. 134.

" Andi Pangerang Moenta dan Syafa’at Anugrah Pradana, Pokok-pokok Hukum Pemerintahan
Daerah, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 125.
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2.3.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan
rakyat daerah, unsur penyelenggara pemerintah daerah. DPRD sebagai badan

legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintahan daerah.”

Yang dimaksud dengan sejajar d njadi mitra adalah bahwa DPRD dan

pemerintah daerah memiliki ama dalam rangka mewujudkan
pemerintahan daerah dalam rangka memberi

epada masyarakat de erjaminnya produktivitas dan

ah ilmu yang mempel ihw seluk-beluk

negara dengan segal huk raturan dan
leh pemegang kekuasaa jalan dasar dasar

judkan kemaslahatan umat.

bagaimana

aten Pinrang

sep negarP*nEE FAoRanl DPRD

igih siyasah

"®Markus Gunawan, Buku Pintar Calon Anggota legislatif, DPR, DPRD, DPD, (Jakarta:
Visimedia,2008). h. 165.

""Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 232.

783, Suyuthi pulungan, Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (yogyakarta: Ombak,
2014), h. 28.
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mengenai penerapan konsep negara hukum dalam Made of Law di DPRD Kabupaten
Pinrang.
2.4 Bagan Kerangka Pikir

Negara hukum cita-cita para pendiri negara Indoneisa kemudian hal

diwujudkan dalam konstitusi Indonesi ala sesuatu yang harus dilakukan menurut

hukum. Pembentukan Pera gan didasarkan pada pemikiran

bahwa Negara Indones egara hukum. egara hukum, segala aspek
kehidupan dalam bidang ke saan, dan kenegaraan termasuk
oleh DPRD
k peraturan
tahui Penerapan Konse am Made of
Perundang-undang) di Pinrang dan

iyasah.

13l
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Penerapan Konsep Negara Hukum
di DPRD Kabupaten Pinrang

/ Teori Negara Hukum \

4.

5.

K dan pernerintahan /

Pemerintahan berdasarkan
hukum

Jaminan terhadap HAM
(warganya)

Norma hukumnya
bersumber pada pancasila
Kedaulatan rakyat atau
prinsip demokrasi.

Prinsip persamaan
kedudukan dalam hukum

42

[Teori Made of Lavv\

(Pembentukan
Peraturan
Perundang-
undangan)
Perencanaan

Perancangan
Pembahasan
Pengundangan
Sosialisasi

agbrwdrE

\_ J\

w

ﬂeori Figih Siyasah

1.

Kekuasaan adalah
amanah

N

Penegakan keadilan

Musyawarah
Persaudaraan dan
persatuan
Penegakan HAM

/

-

Hasil Penelitian
Pembentukan peraturan daerah telah
memperhatikan prinsip-prinsip negara
hukum
Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah
SDM, pendidikan, pengalaman dan

anggaran
Negara hukum sama dengan nomokrasi
islam dalam figih siyasah karena hukum

berperan penting dalam sebuah negara.




BAB IlI
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam propsal ini meliputi beberapa hal

yaitu jenis penelitian, lokasi, dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber

data yang digunakan, teknik peng data dan teknik analisi data.” Untuk

mengetahui metode peneliti ka diuraikan sebagai berikut:
3.1. Jenis Penelitian

penulis menggunakan ‘jenis penelitian lapangan (field
yaitu suatu

g ada, yang

tau saat yang lampau. ni berupaya

tual yang diperoleh d data secara

isertai dengan wawanca

pertama, untuk memper psikan  hasil

m_bentuk al if sehingga
a, pendekat membangun
ian atau berpartisipas

™ Tim Penyusun, Pedoman Penelitian Karya llmiah (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi
(Parepare: STAIN Parepare, 2013), h.34.

udah untuk
aban dengan

m Kkegiatan

g terjadi di

awaban atas

®penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu,
keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu
gejala, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya
hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Lihat: Amiruddin dan Zainal
Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2012),h. 25.

43
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3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Pinrang
beralamatkan di Jalan, Jend, Gatot Subroto No. 1 Pinrang. Adapun waktu peneltian

yang digunakan kurang lebih dua bulan.

3.3. Fokus Penelitian
Penelitian ini dila i. bagaimana penerapan konsep

negara hukum dalam di DPRD inrang analisis perspektif

figih siyasah.

narasumber
maupu kumen-dokumen baik atau dalam

bentuk an penelitian tersebut. erdapat dua

macam dan data sekunder di yang akan
digunak n ini yaitu :
34.1.D

ang diperoleh sec gsung dari
narasu lalui wawancara i langsung dilapa dapun yang
akan di arai adalPa&aEEQMEinrang da -pihak yang

terkait.

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yangf diperoleh secara tidak

langsung serta melalui perantara. Data sekunder yang dimaksudkan yaitu

81Joko Subagyo, Metode Penelitian (dalam Teori Praktek) (Jakarta: Rineka Cipta 2006), h.
87.
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dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam
penelitian. Data sekunder yang diperoleh berasal dari kepustakaan, internet, artikel
yang berkaitan dan lain-lain.®?

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang diguna mengumpulkan data dalam penyusun
proposal ini antara lain:
3.5.1 Teknik Library F

earch digunakan oleh ‘pene dengan mengumpulkan
ilmiah yang

enulis akan

an referensi kemudian pelajari dan

beberapa teori atau pen an berkaitan

an yang akan dibahas d

peneliti terju angan untuk

le perhubungan
peroleh data

erikut:

diperlukan dalam penelitian. Teknik ini"dilakukan untuk meniadakan keragu-raguan

8Masyuri dan Zainuddin, Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Apikatif), (Jakarta:
Revika Aditama, 2008) h. 19.
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peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata di
lapangan.
3.5.2.2 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu

dilakukan oleh dua pihak, vyaitu ancara (interviewer) yang mengajukan
pertanyaan dan terwawan
pertanyaan itu.%® Seb untuk tujuan penelitian

awancara dan orang yang

cu kepada tujuan an dengan
ai landasan utama dal
kukan wawancara den Kabupaten

ang terkait.

P[alﬂmengumpul <

®Haris Herdiansyah, Wawancara, Qbservasi, dan Focus Group: sebagai instrumen
penggalian Data Kuaitatif (Jakarta: Rajawali pers, 2013), h. 29.

penelitian.
al tersebut

atu instansi,

8Burhan bungin, Metode Penelitian Kuantitatif komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik
Serta Ilmu-llmu Sosial Lainnya, (Jakarta:Kencana, 2017), h. 137.

%Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Group: sebagai instrumen
penggalian Data Kuaitatif, h. 31.

8yigih Hery Kristanto, Metodologi Penelitian Penulisan Karya Tulis llmiah (KTI),
(‘Yogyakarta: Deepublish, 2018), 64.
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3.6 Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Sementara menurut Bogdan

menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara

sistematis data yang diperoleh dari awancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain sehingga dapa uannya dapat diinformasikan
kepada orang lain.

Dalam menganalisis data digunakan metode deduktif yaitu cara berfikir
dengan r h dari hasil
wawang eserta da i itari pulan yang
bersifat . ata nantinya akan me i ang  bersifak

Khusus ebenaran yang bersifat

dan me enaran tersebut pada data yang

berindi nomena yang bersangkutan.

13l
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87 saifudin Azwar, Metode Penelitian (Cet. I1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h.40.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Penerapan Konsep Negara Hukum dalam Made Of Law di DPRD Kabupaten
Pinrang
DPRD Kabupaten Pinrang dalam penerapan konsep negara hukum dilakukan
dengan cara setiap tindakan atau segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan

hukum, sebagaimana menurut 1bu Hj Farida bahwa:

Penerapan konsep negara hukum di DPRD Kabupaten Pinrang selalu
menjadikan _hukum__sebagai pedoman_dalam hal Pembentukan peraturan
perundang-undang (made of law) di DPRD Kabupaten Pinrang didasarkan oleh
hukum yakni Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan selain itu merujuk pada’ Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.®®

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dagrah serta Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang.Pemerintahan Daerah dijadikan pedoman
dalam pembentukan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Pinrang. hal tersebut
menunjukan bahwa DPRD Kabupaten Pinrang menggunakan hukum yang berlaku,
hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan:kekuasaan negara yang selalu dilandaskan
pada aturan yang sudah ada sebelumnya. Setiap aktivitas pemerintahan tidak
dimungkinkan dijalankan tanpa adanya aturan hukum yang menjadi acuan dan dasar
pelaksanaannya. Dalam konteks ini, sangat terlihat dengan jelas bagaimana hukum

dijadikan sebagai dasar dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara.

®Hj Farida, Kasubag produk hukum & dokumentasi DPRD Kabupaten Pinrang, Wawancara
dilakukan penulis di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang, 20 Januari 2020

48



49

Kemudian hal tersebut juga dikemukakan oleh Bapak Hastan Mattanete bahwa:

Penerapan konsep negara hukum dilakukan dengan cara pembentukan peraturan
perundang-undang (made of law) di DPRD Kabupaten Pinrang selalu
berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan
peraturan yang terkait dengan peraturan daerah yang akan dibuat.

Terkait hal tersebut dapa ahui bahwa dalam membuat peraturan

perundang-undangan didasa atu jenis peraturan perundang-
undangan adalah per. ah. ak 2inrang dalam membentuk

Dasar Negara Republik

tentang

ran Menteri dalam Neg a Nomor 80

ntukan produk hukum ang menjadi
akan salah satu bentuk 2gara hukum
m menjalankan tugas dan berdasarkan
masi hukum
elihara dan
melind at dikatakan

sebagai i enggaraan

%Hastan Mattanete, Anggota DPRD Kabupaten Pinrang, Bapemperda, Ketua Komisi Il
DPRD Kabupaten Pinrang, Wawancara dilakukan penulis di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang, 27.
Januari 2020
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negara dijalankan tidak hanya sebatas hukum yang dibuat, namun bagaimana hukum
tersebut dilaksanakan dengan baik. %
Konsepsi negara hukum Indonesia bahwa kekuasaan yang dilakukan

pemerintah Indonesia harus berdasar dan berasal dari ketentuan undang-undang

karena itu harus terhindar dari kese ng-wenangan pengunaan kekuasaan oleh
penguasa negara.™
Negara huku - berdasarkan hukum yang
berlaku, adilan ya onstitusi, dimana semua orang
dalam intah, harus
tunduk e g kukan sama

dan set : diperlalukan berbeda )edaan yang

n perbedaan warna kuli , daerah dan

n pemerintah dibatasi b sip distibusi

erintah tidak bertindak dan tidak

-hak rakya rang sesuai
n peranannya

an  dari  neg kenegaraan,

amaian, dan

m dijadikan

dan

kemasyarakatan. Negara Hukum merupakan cita-cita pada pendiri negara Indonesia

%Abdul Manan, Dinamika Politik Hukum di Indonesia (Cet I; Jakarta:Kencana, 2018), h. 236.

M. Yasin Soumena, Membangun Tata Negara (Berdasarkan Ideologi dan Konstitusi),
(‘Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h. 132.

%2 Muhammad Junaidi, llmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum (Malang: Setara
Press, 2016) h. 55.
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yang kemudian hal ini diwujudkan dalam konstitusi Indonesia dengan menyebutkan
bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Pembentukan peraturan perundang-undangan made of law dilakukan oleh
DPRD Kabupaten Pinrang sebagai lembaga legislatif di daerah Kekuasaan Legislatif
(legislative power) adalah kekuasaan membuat undang-undang. Kekuasaan untuk
membuat undang-undang harus terletak dalam suatu badan khusus untuk itu. Jika
penyusunan undang-undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu , maka akan
mungkin tiap golongan atau tiap orang mengadakan undang-undang untuk
kepentingannya sendiri. Suatu negara yang menamakan diri sebagai negara
demokrasi yang peraturan perundangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka
badan perwakilan rakyat yang harus dianggap sebagai badan yang mempunyai
kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang-undang dan dinamakan “legislatif”.
Legislatif adalah yang terpenting sekali dalam susunan kenegaraan karena undang-
undang adalah ibarat tiang yang menegakkan hidup perumahan Negara dan sebagai
alat yang menjadi pedoman hidup-bagi :béfmasyarakat dan bernegara.”® DPRD
Kabupaten Pinrang yang memiliki-fungsi legislasi yaitu membentuk peraturan daerah
bersama kepala daerah untuk menghasilkan® peraturan daerah yang berkualitas

sebagaimana yang dijelaskan/Bapak H=Andi Muh:Ramdhani, bahwa:
Pembuatan.peraturan.daerah.dimulai.dengan.tahap.perencanaan yang berasal
dari inisiatif legislatif dalam hal ini DPRD Kabupaten Pinrang dan inisiatif
Eksekutif yakni kepala daerah dalam hal ini Bupati Pinrang kemudian masuk

%Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, dan Tri Mulyani, Penerapan Konsep Trias Politica
dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia :Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar
Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol 18, No. 2
(Desember 2016), h. 333
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dalam propemperda dengan skala prioritas satu tahun, masuk ketahap
perancangan, pembahasan, pengundangan, dan tahap sosialisai.*

Pembentukan peraturan daerah adalah pembuatan peraturan perundang-
undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,
pembahasan,penetapan, pengundangan; dan penyebarluasan.®> DPRD dalam
kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kedudukan
yang sama dengan pemerintah daerah dalam membangun dan mengusahakan
dukungan dalam penetapan kebijakan pemerintahan daerah, yang dapat menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan dapat diterima oleh
masyarakat luas.Kedudukan—dan fungsi yang seimbang antara DPRD dengan
pemerintah daerah juga dimaksudkan“agar hubungan DPRD dengan pemerintah

daerah dapat berjalan secara serasi dan tidak saling mendominasi satu sama lain.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Bapak Syukur pada bahwa:
Mekanisme pembuatan peraturan daerah berawal dari proses perencanaan,
perancangan, pembahasan kemudian pengundangan dan tahap sosialisasi.
Pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Pinrang Melibatkan DPRD
Kabupaten Pinrang, Pemerintah Daerah, Dinas-dinas terkait dan pihak ketiga
yakni Dosen-dosen ' sebagai 'pembuat naskah akademik, dan parsitipasi
masyarakat.*

Berdasarkan hasil tersebut maka di ketahui bahwa proses pembentukan
peraturan perundangan-undangan.(made of law).berawal dari proses perencanaan,

perancangan, pembahasan kemudian pengundangan dan tahap sosialisasi.

**H. Andi Muh Ramdhani, Anggota DPRD Kabupaten Pinrang, Ketua Bapemperda, DPRD
Kabupaten Pinrang, Wawancara dilakukan penulis di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang, 21 Januari
2020

®*Republik Indonesia, Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bab 1, Bagian kesatu, Pasal 1.

%Syukur, Anggota DPRD Kabupaten Pinrang, Wawancara dilakukan penulis di Kantor
DPRD Kabupaten Pinrang, 24 Januari 2020
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Pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Pinrang melibatkan inisiatif DPRD dan
Pemerintah Daerah hal tersebut merupakan kewenagan yang diberikan oleh konstitusi
kepada lembaga/organ pembentuk undang-undang (legislature) dilakukan secara

menahap. Peraturan Daerah merupakan bagian dari Peraturan Perundang-undangan.

Dimana dalam hierarki Peraturan_P ang-undangan, Peraturan Daerah berada
pada urutan paling bawak ndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 19

Undang/Peraturan Peme i Jndang, Peraturan Pemerintah,

ang dibuat,
oleh lembaga dan atau mempunyai
tif sesuai dengan tata " Pembuatan
an yang mencakup ta
atau penetapan, dan pen
g Nomor 12
ran Daerah

adalah pembentuka

apakah melalui taha ) Nomor 12

Tahun 2

berpedo

Peraturan Perundang-undangan :

"Dermina Dalimunthe, Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Yurisprudentia Vol 3, No. 1 (Juni
2017) h. 68.
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1. Perencanaan.
Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program
Legislasi Daerah. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda

adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi

atau Peraturan Daerah Kabupate ang disusun secara terencana, terpadu

dan sistematis. Perenc dilakukan dalam Prolegda.

Penyusunan Pra Kabupaten Pinrang dan

Pemerintah Daere olegda di Kabupaten P g ditetapkan untuk jangka

Daerah dapat berasal RD
n Peraturan Daerah sebagai imak ertai dengan

Akademik. Akademik

| penelitian
ngjawabkan
Rancangan
Rancangan
asalahan dan
kebutuhan hukum masyarakat. (Pasal 1 angka 11). Setiap Rancangan Peraturan

Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) harus disertai dengan Naskah Akademis.

%Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bab 1V, Bagian kelima, Pasal 40.
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(Pasal 33 ayat (3). Kemudian Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari kepala daerah
dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal

dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum,

sedangkan yang berasal dari upaten/Kota dikoordinasikan oleh alat

kelengkapan DPRD us menangani bidang legislasi

3. Pembahasan.

oleh DPRD

an melalui
raan,yang dilakukan d : panitia, alat
ng khusus menangani i paripurna.
engenai tata cara pem atur dengan

akilan Rakyat Daerah.'®

4. n atau Peneta
gan Peratura
erah disampa

menjadl aRaEIPiaRaE Ranperda ut dilakukan

da tersebut

DPRD dan

Daerah untuk

aerah dengan

membubuhkan tanda tangan dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak

%Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bab V, Bagian keenam, Pasal 63.

100Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bab V111, Bagian kedua, Pasal 77.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



56

Ranperda disetujui bersama. Dalam jangka waktu 30 hari Kepala Daerah tidak
menandatangani Ranperda yang sudah disetujui bersama, maka Ranperda
tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.™™

5. Pengundangan.

Peraturan Daerah (Provinsi n/Kota) diundangkan dalam Lembaran

Daerah (Provinsi/Kab i.noreg. Pengundangan Peraturan

Daerah dalam Le rah dan Beri ilaksanakan oleh Sekretaris

an mempunyai kekuatan

m Peraturan

uran perundang-undang masyarakat

i maksud-maksud ya peraturan

-und tersebut, sehingga mas elaksanakan
peraturan per
baga negara, p i lainnya dan
t di lingkung
aerah sejak
pembahasan

aturan Daerah.

10 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bab V111, Bagian keempat, Pasal 80

102Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bab IX, Bagian kelima, Pasal 80

18 Ahmad Yani, Pembentukan Undang-Undang dan Perda, (Jakarta: Raja Grapindo Persada),
h. 134.
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Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau
memperoleh  masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus

menangani bidang legislasi.

Penyebarluasan R erah yang berasal dari DPRD
dilaksanakan oleh ' arluasan Peraturan Daerah
paran Daerah dilakukan

paten/Kota.

5 merupakan

sal lah diundangkan dala , Tambahan
erita Daerah.

asan atau sosialiasai Kabupaten

h (RRI, TV

gian hukum

kum kepala

a perguruan
sasi melalui
Internet (E-
tas web site

agar masyarakat mudah mengakses segala perkembangan kegiatan kedua
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lembaga.’® Kemudian melalui reses dan silaturahmi oleh DPRD Kabupaten
Pinrang.
Tahap pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan

daerah di Kabupaten Pinrang dilakukan secara demokrasi. Hal ini sesuai dengan

penyataan Bapak Amiruddin bahwa:

lya. Secara demokr arah yang melibatkan Anggota
it dan masyarakat dalam
pendapat yang terkait

silkan sehingga dapat

pembentukan
dengan

rasi sangat

peratura i Kabupaten

daulatan rakyat yang akyat dalam
entukan kebijaksanaan
an dari rakyat (govern

by people) pemerintahan

lah-masalah

a kebijakan

aten Pinrang

dalam Prose ! : Kebebasan

1%Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun dan
Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoretis dan Praktis Disertasi manual) Konsepsi
Teoretis menuju artikulasi empiris. (Jakarta: Kencana, 2013), h. 101.

15 Amiruddin, Kasubag Persidangan dan Risalah, Wawancara dilakukan penulis di Kantor
DPRD Kabupaten Pinrang, 28 Januari 2020
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menyatakan pendapat adalah suatu hak bagai warga negara biasa yang wajib dijamin
dengan undang-undang dalam sebuah sistem politik demokrasi. Kebebasan ini
diperlukan karena kebutuhan untuk menyatakan pendapat senantiasa muncul dari
setiap warga negara dalam era keterbukaan saat ini.

Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
atau biasa dikatakan sebagai partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan
warga negara sipil yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh
pemerintah. partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan, yang berfungsi sebagai wadah yang menyaring aspirasi rakyat agar dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan™ pembentukan peraturan perundang-undangan
berdasarkan atas kepentingan rakyat. Pelaku-pelaku partisipasi masyarakat ini adalah
kekuatan kekuatan masyarakat yang termasuk dalam infrastruktur politik seperti pers,
tokoh masyarakat, kelompok penekan, kelompok kepentingan, perguruan tinggi,
perguruan tinggi maupun partai politik yang tidak memperoleh wakilnya di lembaga
perwakilan. Kekuatan-kekuatan ‘infrastruktur politik ini dapat memberikan kontrol
dan pengaruhnya terhadap berbagai keputusan publik yang akan dikeluarkan melalui
wadah undang-undang.’® Sehingga peraturan‘perundang-undangan yang dibentuk
dapat direalisasikan atau ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Pinrang memperhatikan jaminan
dan perlindungan hak asasi manusia, ‘hak asast manusia merupakan seperangkat hak
yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang

maha esa. sebagaimana yang dikemukakan olah bapak Hastan Mattanete. Bahwa:

Hak asasi manusia hak yang ada dalam diri manusia, sangat diperhatikan
dalam muatan isi peraturan daerah yang dihasilkan contohnya peraturan

1%pytera Astomo, Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum
Nasional Di Era Demokrasi, Jurnal Konstitusi, Vol 11, No. 3, (September 2014) h. 592
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daerah yang akan dibuat oleh DPRD Kabupaten Pinrang tentang
kepemudan dalam peraturan daerah tersebut terdapat hak hak disabilitas
sehingga tidak terjadi diskriminasi.'”’

Berdasarkan hal yang disampaikan diatas dapat dilihat bawah DPRD
Kabupaten Pinrang memperhatian prinsip jaminan dan perlindungan hak asasi

manusia dalam muatan peraturan daerah, hak asasi manusai merupakan anugrahnya

yang wajib dihormati, dijunj dilindungi oleh negara, hukum,

pemerintahan, dan seti a perlindungan harkat dan
martabat manusia a diatur dalam Undang-
Undang
.............. bangun Tata
Negara mum adalah
hak-hak | dapat hidup
sebagai . Hak aling fundamental yaitu ha basan kedua
hak ini s dan sekaligus akan menja hak-hak asasi
yang lai
undang-undangan baik harus
menged I usia terutama perli n hak dalam
mempe ilan. an peraturan perunda angan harus
menged i n_Hak ntisia“k a_huk lari manusia
dan unt sia sehingga

Hak Asasi Manusia harus diwujudkan ‘dalam perlindungannya yang dilakukan oleh

107 Hastan Mattanete, Anggota DPRD Kabupaten Pinrang, Bapemperda, Ketua Komisi Il
DPRD Kabupaten Pinrang, Wawancara dilakukan penulis di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang, 28
Januari 2020

1% M. Yasin Soumena, Membangun Tata Negara (Berdasarkan Ideologi dan Konstitusi),
(Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h. 141.
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hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tentunya
mengedepankan Hak Asasi Manusia agar kepastian hukum memberikan perlindungan
terhadap hak-hak asasi termasuk perlindungan terhadap hak dalam memperoleh

keadilan.'®®

Salah satu upaya untuk akan kewajiban tersebut adalah dengan

melaksanakan ketentuan P, g. Nomor 39 Tahun 1999, yaitu
hukum,politik, ekonomi,
. Langkah implementasi
hak asz lain dapat
uat nilai —

masuk produk hukum 18 ayat (6)

ra Republik Indonesia skan, bahwa

k menetapkan Peraturan an-peraturan
lain unt ) tonomi dan tugas pembantu
an Daerah m g-undangan

kan sebagai instru alam m emerintahan

rangka oto oduk hukum
mperhatiFAln mn\E Diskrimi ateri muatan
Si pembatasan,

angsung didasarkan pada

pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status
sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat

pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau

1Ferry Irawan Febriansyah, “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di
Indonesia” Jurnal Perspektif Volume XXI No. 3 (September 2016), h. 228.
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penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual
maupun Kkolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek
kehidupan lainnya.

Selain prinsip hak asasi manusia hal tersebut juga telah memperhatikan

prinsip keadilan bagi disabilitas, Ke alam konteks hukum terkait erat dengan

makna legalitas. Dikatakan dibuat berlaku secara sama, setara
dan tanpa diskriminasi

uran daerah di DPRD Kabupe : memperhatikan

ah yang akan ditetapk
pancasila itu dasar neg
sehingga lahir huku
ntuk kesejahteraan mas

ridis

hukum. i i i asar negara. sila menjadi

dan fungsi latif adalah tolak ukur

apakah nor di bawah da jara tersebut

MHayat, Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoretis dalam Konsep
Demokrasi, “Padjadjaran Jurnal [lImu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015, h. 392.

1Hj Farida, Kasubag produk hukum & dokumentasi DPRD Kabupaten Pinrang, Wawancara
dilakukan penulis di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang, 23 Januari 2020
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bawahnya akan kehilangan makna sebagai hukum. pancasila sebagai cita hukum yang
harus mengalir pada seluruh produk hukum di Indonesia.™*2

Adapun hal yang dikemukakan oleh Bapak H, Andi Muh Ramdhani bahwa:

lya Pancasila menjadi sumber hukum peraturan daerah di DPRD Kabupaten
Pinrang selain pancasila peraturan yang ada diatas peraturan daerah juga
diperhatikan agar tidak terjadi pang tindih, kemudian sila-sila dalam
pancasila mengandung nilai menjadi pedoman dalam proses
pembentukan peraturan upaten Pinrang.™*

Berdasarkan h PRD Kabupaten Pinrang

abad la 3 i 3 blogi bangsa

dan fals 3 4 nilai dasar,

ilai budaya
bangsa yang
dasar negara

karena sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia itu sendiri.

Y2\ Yasin Soumena, Membangun Tata Negara (Berdasarkan lIdeologi dan Konstitusi),
(Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h. 139.

134 Andi Muh Ramdhani, Anggota DPRD Kabupaten Pinrang, Ketua Bapemperda, DPRD
Kabupaten Pinrang, Wawancara dilakukan penulis di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang, 20 Januari
2020
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2. Pancasila Sebagai Falsafah Bangsa Indonesia
Pengertian falsafah atau pandangan hidup sesunggunhnya menujukan pada
suatu sikap hidup tertentu, yang semua itu didasarkan setelah melewati kristalisasi

nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu sendiri yang diyakini kebenaranya.

3. Pancasila Sebagai Ideologi
Ideologi dalam pakan suatu cita-cita yaitu

ajaran/pemikiran di dirumuskan be sehingga menjadi dasar,

4. Pan ukum (Rechtsidee/Sum

a hukum berarti segala lah berdasar

ncasila. Menurut purwo » dan bangsa
erupakan dasar negara dan angan hidup
ber hukum
keseluruhan

duki segala

kesamaan suku, agama dan adat dalam suatu masyarakat bangsa. Akan tetapi lain
halnya dengan negara Indonesia yang terbentuk oleh perbedaan yang tercermin
dalam berbagai macam suku, agama dan adat. Oleh karena itu bagi bangsa

Indonesia adanya kesatuan asas kerohanian, kesatuan pandangan hidup, kesatuan

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



65

ideologi tersebut itu adalah amat bersifat sentral, karena suatu bangsa yang ingin
berdiri kokoh dan mengetahui ke arah mana tujuan bangsa itu ingin dicapai maka
bangsa itu harus memiliki satu pandanag hidup, ideologi maupun asas kerohanian.

Dasar dan tujuan negara yang berdasar pada rasa kebangsaan tersebut terbingkai

jelas dalam pancasila sebagai pe Wwbungan antarsetiap manusia baik dalam

kehidupannya baik dala naupun negara.***

Pancasila menj ang sangat pe penerapan konsep negara

hukum karena pancasila sebagai dasar negara

erundang-undangan.

4.2 Fak mpengaruhi penerapa neg kum dalam

abupeten Pinrang

negara hukum dalam ma low )embentukan

bentukan per: daerah oleh

DPRD i be faktor

dalam suatu
akan sumber
ahankan dan
mengembangkan organisasi dalam berbagai tuntutan masyarakat dan zaman.

sebagaimana yang dikemukakan oleh narasumber Bapak Syukur bahwa:

Sumber daya manusia sangat mempengaruhi karena sumber daya manusia
merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah instansi, pendidikan

14Fais Yonas Bo’a, Pancasila dalam Sistem Hukum (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h.
13.
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sangat penunjang dalam melaksanakan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten
Pinra?g memiliki latar belakang pendidikan dan profesi yang berbeda —
beda.

Sumber daya manusia sebagai salah satu sumber daya yang ada dalam

organisasi memegang peranan yang penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan

organisasi. Sumber daya manusia se itral dan penting dalam rangka pencapaian

tujuan di suatu instansi, kare ampuan skill para anggota DPRD

Kabupaten Pinrang d sumber daya dapat menggerakan dan
menjalankan fungsi legislasi dengan baik dan benar.
i mengenai

sumber apan konsep

negara f law bahwa:
berpengaruh, sumber ) baik akan
k hukum di daerah ang  bisa di
k. di DPRD Kabupate ini eberapa dari
a pendidikan, sarjana te j i,dan ada
ada juga yang berpropes
arkan"hal yang disampikan diata a penerapan
konsep di pengaruhi

daya manus aerah yang
berkual

24

Pendidikan

S1

Muh.Thoha SMA

U3gyukur, Anggota DPRD Kabupaten Pinrang, Wawancara dilakukan penulis di Kantor
DPRD Kabupaten Pinrang, 21 Januari 2020

18 Andi Muh Ramdhani, Anggota DPRD Kabupaten Pinrang, Ketua Bapemperda, DPRD
Kabupaten Pinrang, Wawancara dilakukan penulis di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang, 27 Januari
2020
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3. | llwan Sugianto,SH.,MH Lk | GAP S2
4. | Syukur Lk | PPP SMA
> H. Sahabuddin Lk | PPP SMA
6. | Drs. H. Masjhur Ali Lk | PDIP S1
7. | A. Aan Nugraha Lk | PDIP SMA
8. | Ir.H. Usman Bengawan.Sh Lk | GOLKAR S1
9. | Hastan Mattanete,S.T.,M.P Lk | GOLKAR S2
10. | Hj. Salma, SE Pr | BERKARYA S1
11. | Drs. H. Hamzah Lk | BERKARYA S1
12. | Andi Mulyadi Mustafa,S.H Lk .| NASDEM S1
13. | Kamaruddin.SH.,M.H Lk | NASDEM S2
14. | H. Alimuddin Budung. S.H.I Lk | PKB S1
15. | Abdul Halim Lk | PKB SMA
16. | H. Nasrun Paturusi Lk | DEMOKRAT SMA
17. |[Risda. S'ST Pr | DEMOKRAT S1
18. |[Hamsyar.SE Lk | DEMOKRAT S1
19. || Markus Manna Lk | DEMOKRAT SMA
20. | Abdul Waris Muin Lk | GAP SMA
21. | Supriadi Lk | GAP SMA
22. | HJ. A. Pajjai Mekka, SE Pr | GAP S1
23. |[Harun Ali Lk | PPP SMA
24. |Hartono Lk | PPP SMA
25. |/Ir.Hj Sahariyah Lolo Pr | PDIP S1
26. |[Syamsuddin Duddin Lk | PDIP SMA
27. | Andi Riksan Lk | GOLKAR SMA
28. | Hj.Rusnah Pr | GOLKAR SMA
29. | Hj.Ratna Arifin Pr | BERKARYA SMA
30. | Jefriadi, SE Lk | BERKARYA S1
31. | Drs.H.Achmad Side/M.Si Lks | NASDEM S2
32. | M.Faisal. S Lk | NASDEM S1
33. | Andi Pallawagau Kerrang. SE Lk | PKB S1
34. | Sariansa Bin Mapetani, S.Pd Lk | PKB S1
35. | H.A.Muhammad Ramdhani.SH Lk | DEMOKRAT S1
36. | Hitler Lk | DEMOKRAT SMA
37. | Muh. Syahrlil Sarman Lk | DEMOKRAT SMA
38. | H. Muhtadin Lk | DEMOKRAT SMA
39. | Ahmad Jaya Baramuli Lk | BERKARYA SMA
40. | Ir. Syamsuri Lk | GOLKAR S1
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Dilihat dari 40 anggota DPRD Kabupaten Pinrang mengenyam pendidikan,
Pendidikan SLTA sebanyak 19 orang, S1 sebanyak 17 orang, S2 sebanyak 4 orang.
Latar belakang pendidikan sudah memenuhi namun hanya 5 orang yang memiliki
latar belakang pendidikan di bidang hukum bahkan ada yang berlatar belakang
pendidikan SLTA. Hal mengakibat kemampuan DPRD dalam pembentukan
peraturan daerah menjadi kurang efektif. Dilihat dari keseluruhan anggota DPRD
Kabupaten Pinrang yang berlatar belakang pendidikan yang tahu akan pembuatan
RUU hanya beberapa orang.

4.2.2 Pengalaman

Pengalaman salah satu hasil yang diperoleh manusia dari interaksinya dengan
lingkungan. Pengalaman ini memuat beragam hal yang dapat dipelajari, pengalaman
juga sangat mempengaruhi penerapan konsep negara hukum dalam made of law atau
pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan

Bapak Hastan Mattanete bahwa:
Pengalaman dalam pembentukan peraturan.daerah di DPRD Kabupaten Pinrang
sangat mempengaruhi fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah
contohnya saya pernah menjabat periode’ 2009-2014 sekarang menjabat di
periode ini 2019-2024 saya rasa pengalaman periode sebelumnya sangat
mempengaruhi, kinerja orang. yang memiliki pengalaman ‘akan beda dengan
yang belum memiliki pentlgalaman, pengalaman dan skill' sangat diperlukan
dalam membuat kebijakan.’

Berdasarkan pernyataan tersebut “dapat di Ketahui_bahwa faktor pengalaman
juga mempengaruhi pembentukan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Pinrang.
Pengalaman bentuk merubah diri, karena belajar terus menerus dari Lingkungan

sekitarnya. Pengalaman tidak sekedar berhenti dalam alam pikiran, tapi diwujudkan

7 Hastan Mattanete , Anggota DPRD Kabupaten Pinrang, Bapemperda, Ketua Komisi Il
DPRD Kabupaten Pinrang, Wawancara dilakukan penulis di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang, 22
Januari 2020
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dalam emosi, sikap, perbuatan, pandangan dan keterampilan. Setiap pengalaman
seharusnya menyumbang sesuatu untuk menyiapkan seorang pribadi bagi
pengalaman berikutnya yang bersifat lebih dalam dan lebih luas. Dan itulah yang

justru merupakan arti dari pertumbuhan, kontinuitas dan rekonstruksi pengalaman.

Pengalaman dapat menun s berpikir seseorang sehingga orang
tersebut dapat bertindak Pengalamanlah yang banyak
mempengaruhi Kkinej gota DPRD engalaman yang dimiliki
pembentukan peratura menyebabkan anggota
)agi anggota
DPRD a legisla sebut sangat
s anggota DPRD, de )PRD dapat
harus berbuat apa dal dapi sebuah
man ta DPRD yang pernah du gislatif pada

2bih baik di

mnya, Kinerj dihasilkan

engan  anggo baru menduduki a legislatif.

rkan pernyat pakan faktor

dalam mep*ani E‘lP]klRlEta DPRD

a pengalama

aten Pinrang
dalam itu anggota
DPRD dapat mengga asi ya kualitas, Vva an dapat memanfaatkan
informasi yang ada secara lebih tepat, sehingga melakukan kebijakan yang tepat juga.

pengalaman disini dibedakan menjadi :
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a. Pengalaman di Lembaga Legislatif
Pengalaman anggota DPRD Kabupaten Pinrang yang pernah duduk dalam
lembaga legislatif sebelumnya berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi yang diembannya saat ini sebagai wakil rakyat, paling tidak dia dapat

mengetahui kekurangan-kekurangan ada pada periode sebelumnya untuk

kemudian berusaha memperk 1-langkah yang lebih tepat.

b. Pengalaman Dala

Politik
artai politik ini sangat b pelaksanaan
g diemban anggota D ang sebagai
manapun pengalaman ini a kan tingkat

lam berpoliti rtai politik i dilihat dari

ta DPRD Kabupat tif dalam organisas partainya.
pemerintah
daerah, pasitas dan
efektifita emerinta aerah. ggars erupakan alat  dalam ™ menentukan
pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan
pembangunan, otoritas pengeluaran, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar
untuk evaluasi kinerja, alat untuk memobilisasi pegawai dan alat kordinasi bagi

semua aktivitas dan berbagai unit kerja. Pengalaman mempengaruhi pembentukan
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peraturan daerah di DPRD Kabupaten Pinrang seperti yang sampaikan oleh Ibu Hj.

Farida bahwa:

Anggaran itu faktor yang juga mempengaruhi pembentukan peraturan
daerah di DPRD Kabupaten Pinrang karena anggaran di gunakan dalam
proses pembentukan peraturan daerah dan untuk membayar tenaga ahli dan
dosen-dosen sebagai pembuat naskah akdemik.'®

Penjelasan di atas dap anggaran sangat dibutuhkan dalam

pembentukan peraturan oses pembentukan peraturan
inrang, membiayal li dosen- dosen sebagai
optimalisasi

aturan da : pupaten Pinrang ga sehingga

alam bangsa
mencegah
seluk  beluk
2 khususnya,
1saan sejalan
anusia dan
menghindarkannya dari

berbagai udaratan yang mungkin timbul dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.**®

181 Farida, Kasubag produk hukum & dokumentasi DPRD Kabupaten Pinrang, Wawancara
dilakukan oleh penulis di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang, 28 Januari 2020

119 Fatmawati dan kurnia majied dkk, Figh Politik, (Gowa: Pustaka Almaida, 2014), h. 5.
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Negara hukum suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang
berlaku, yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang
dalam negara tersebut, baik yang diperintahkan maupun yang memerintah, harus

tunduk pada hukum. dalam hal menurut prespektif figih siyasah negara hukum sama

halnya dengan negara nomokrasi nokrasi Islam hukum berperan dalam
negara.Dalam nomokrasi i wewenang yang luas untuk
mengadakan ijtihad te asalah-masalah Tentu saja ijtihad tersebut

harus sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan ‘manusia dan tidak bertentangan

memiliki hak dan ama dalam
agai persoalan kemasy; aan. Namun
dapat terarah serta sesu rkembangan

ajaran Islam, negara memb an para ahli

dari ber eilmuan di da 0

isl merupakan ga lembaga
I . Namun ter pula mereka
syura (juru
‘aqd adalah
rela dengan
pendapat mereka, karena mereka dikenal ikhlas, konsisten, tagwa, adil, beride baik,

memahami masalah dan lebih mementingkan kepentingan umum.

120\ yhammad Igbal, Figh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:Kencana,
2014), h. 236
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Sebelum masa Islam, orang-orang Arab memiliki suatu lembaga yang disebut

dewan “Nadi”, yaitu dewan yang senantiasa bermusyawarah untuk memutuskan suatu

h.121

masala

Lembaga legislatif dalam figih siyasah juga dinamakan Al-Sultah Al-

erapkan oleh
rasi Islam artinya kek kan kepada

erasal dari Allah, “kar i dan hanya

ertulis..” Majid Khadd i nomokrasi

sebagai berikut: “ Nomo alah suatu sistem

yang didasar kum: suatu law dalam
omokrasi IS i pemerintaha ) didasarkan
dan kaidah- | syariah). la an Rule of
PAREPARE

eg nsip sebagai

berikut:

121 Budiarti, “Studi Siyasah Syar’ivah Terhadap Konsep Legislatif dalam Ketatanegaraan
Islam” Jurnal Pemikiran Islam Vol. 3 No. 2, (Desember 2017) h. 43.

122 Nadirsah Hawari, “As-Sulthah At-Tasyri’iyyah dalam Perspektif Figh Siyasah dan Qanun
Wadh’iy” Jurnal Tapis Vol.7 No.12 (Januari-Juni 2011), h.55
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a.  Prinsip kekuasaan sebagai amanah
DPRD Kabupaten Pinrang sebagai lembaga perwakilan yang dipilih melalui
oleh rakyat pemilihan umum merupakan bentuk amanah dari rakyat. Allah

memerintahkan agar manusia melaksanakan amanah yang diembangnya di pundak

dalam Islam, amanah merupakan pertanggungjawaban kepada Allah.

Kekuasaan merupakan sua dijalankan dengan baik, sesuai

dengan perintahnya. Islam tidak 1enoleransi segala bentuk
penyimpangan dan penvalahgunaan kekuasaan.'? Allah berfirman dalam Q.S An-

nisa /4:

O‘g**

hnya Allah

kan amanah
diwajibkan
pesan dalan

mpahan

128Muhammad Igbal, Figh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:Kencana,
2014), h. 238.

124 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan,
2006), h. 113.
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wewenag. Karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai mandat yang bersumber dari
allah. Dalam nomokrasi Islam kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat allah yang
merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara atau dilaksanakan dengan

sebaik-baiknya. Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh

sunnah rasulullah, kekuasaan harus di ung jawabkan kepada allah.
b.  Prinsip penegakan

Pembentukan perundang-u ade of law di DPRD
Kabupaten Pinrang i i mekanisme pembuatan
perature : merupakan

prinsip ditegakkan

dengan bangan tatanan kehidu pelihara dan

terjaga. dilan sudah tidak dapat 2seimbangan

anan kehidupan dunia cangan. Di

merintahkan manusia untu dilan adalah

5: 6. Allah

amu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan,

memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar
kamu dapat mengambil pelajaran.'?

125 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, h. 377
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Makna dari ayat tersebut terdapat enam garis hukum yaitu pertama perintah
menegakan keadilan, kedua perintah melakukan kebaikan, ketiga membantu sanak-
famili atau kaum kerabat, keempat manusia dilarang melakukan perbuatan keji atau

buruk, kelima manusia dilarang melakukan kemungkaran, keenam manusia dilarang

bersikap bermusuhan. Keadilan me pusat gerak nilai-nilai moral yang pokok,

maka keadilan merupakan g gat utama dalam Al-Quran, dan
iliki sifat yang maha adil
a (rahman-rahim) kedua

1 merupakan

lam Bahasa Arab dari s i sama.

Pinrang dalam pemb Perundang-

elalu melakukan musywara an peraturan

daerah. tegas dalam

Al-Qur' y-Syura, 42:

38. Dal: eran penting
dalam pat diartikan
ng diajukan
an. Dilihat dari
sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusioanal. Dalam

nomokrasi Islam wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan

126Muhammad Igbal, Figh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:Kencana,
2014), h. 239.
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mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentigan umum atau rakyat.'*’

Allah berfirman dalam Q.S Asy-Syura/42: 38.

4/,/,/ ‘/,‘:. ,}}95/1./64:}:5/, TS TR

Lo./ej V.}H.g Lg,)j-‘-“ ("hj“) o;,La.” ‘).Ab'j JJ ‘yl.‘»...w‘ uﬁu\“j
) Oshk 3

a (mematuhi) seruan Tuhannya dan

a_(diputuskan) dengan musyawarat
sebagian dari rezki yang Kami

Terjemahnya :
dan (bagi) orang-orang yan
mendirikan shalat, seda
antara mereka; dan
berikan kepada mr

put bahwa urusan kemasyarake iputuskan dengan
ting dalam
rusan 't peri i pentingnya
penjelasan  Al-Quran shalat dan

ya sebagai orang yan i Allah SWT.

yang menyangkut mas ngan umum

keputusan setelah me ah dengan

Persaudaraan
tukan peratu bupaten Pinra

tujuan | 1 dengan PIA ntErpfknvEupakan b ersaudaraan

at beriman

2"\Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum Suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat
dari segi hukum islam, implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini (Bogor: Kencana,
2003), h. 112.

128 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, h. 699.
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adalah bersaudara. Karena itu, sesama Muslim wajib mendamaikan saudaranya yang
bersengketa agar mereka memperoleh rahmat.Nya. Sementara dalam surat Ali 'Imran,
3:103 Allah memerintahkan umat Islam untuk berpegang teguh pada agama'Nya dan
melarang berpecah belah, karena persatuan merupaakan nikmat yang besar yang telah

dianugerahkan Allah kepada ham -Nya yang beriman.'?® Allah berfirman

O | O 5l L)
Terjem
damaikanlah

ah terhadap
endapat rahmat.

t Sesungguhnya orang bersaudara

dalam 3 la mereka bertikai, mak ara saudara-

saudara itu. ah kepada Allah dalam se agar kalian
dirahm
e.
iakan dalam
proses serta dalam
materi Salah satu
prinsip erlindungan

12Muhammad Igbal, Figh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:Kencana,
2014), h. 239.

130K ementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan. 477.
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konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi
tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi
manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan

penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang

penting suatu negara hukum yang..c atis. Setiap manusia sejak kelahirannya

menyandang hak-hak dan y.bersifat bebas dan asasi.

Terbentuknya demikian pu ggaraan kekuasaan suatu

gurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi

negara yang

m. Jika dalam suatu neg a terabaikan

aja dan penderitaan y tidak dapat

diatasi ara yang bersangkutan t bagai negara

hukum rti y ungguhnya.'*!
nomokrasi Is egakar an hak asasi
manusic ) merupakan /ang ) ikan. Prinsi enurut figih

siyasah

Terjemahnya:
dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-

B\Muhammad Tahir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan
Hukum Islam (Jakarta:Kencana, 2012), h. 35.
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baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas
kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.**

Makna dari ayat tersebut bahwa anak-anak adam disini adalah manusia
sebagai keturunan Nabi Adam. Ayat tersebut diatas dengan jelas mengekpresikan
kemuliaan manusia yang dalam Al-Quraan disebut karamah (kemuliaan).

Mohammad Hasbi Ash-shiddieqy me aramah itu menjadi tiga kategori yaitu

(1) kemulian pribadi atau g artinya dilindungi pribadinya

bagi setiap

ebut sebagal

ahwa prinsip yang terd ~ merupakan

at dalam negara hukum 3 m memiliki

tlak serta daya laku (validi : an universal.

eristik yang i diartikan ba insip-prinsip

negara Islam adalah rigi ntasi prinsip-prinsi dapat selalu
mengalz ubahan dan t cara atau ¢ yang sesuai

dengan ingan maprktnaE\P(niRtE)at. Kepe umum dan

kemaslz

132 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, h. 394.
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BAB V

PENUTUP
5.1 Simpulan

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh oleh penulis dari proses wawancara,

penulis dapat menyimpulkan:

5.1.1 Penerapan konsep neg ade of law di DPRD Kabupaten

Pinrang yakni m or 12 Tahun 2011 tentang

pembentukan

ran  perunc
-prinsip negara hukum.
garuhi_pembentukan p

Kabupeten Pinrang dala

merupakan bagian dari nilai yang terdapat dalam prinsip negara hukum.

81
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5.2 Saran
5.2.1 Partai politik dalam rekruitment calon anggota legislatifnya, yang tidak hanya
memperhatikan aspek loyalitas, namun juga memperhatikan tingkat pendidikan,

pengalaman dan kapabilitasnya sebagai calon wakil rakyat daerah, kemudian

umtuk rakyat sebagai pemilih rakyat agar mengetahui tentang latar

belakang calon legislati on yang berkompeten.

5.2.2 Perlunya pening getahuan dan bagi para anggota DPRD
bimbingan teknis, pelatihan, FGD (Forum Group Discussion), sharing dengan

DPRD agar

tik, budaya,

ang selalu berubah dan

kemampuan teknis ata D terutama

enjal ngsi legislasi, serta p kapabilitas

DPR m memahami substansi m ah sehingga

nunjang mem di DPRD.

PAREPARE
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